Implementasi Kebijakan Desa Pakraman Dalam Pemberdayaan Masyarakat by Yasa, I Gede Dana & Sandiasa, Gede
 
 
 
Locus Majalah Ilmiah FISIP Vol  9 No. 1 – Pebruari 2018 | 1 
 
Implementasi Kebijakan Desa Pakraman  
Dalam Pemberdayaan Masyarakat 
Oleh: I Gede Dana Yasa
1
 dan Gede Sandiasa
2
 
 
Abstraksi 
Pembangunan menuju perubahan lebih baik, diperlukan semangat kerjasama 
yang cukup dan intensif, antar lembaga-lembaga yang mempunyai kewajiban 
dalam memperhatikan serta mengimplementasikan perencanaan pembangunan di 
desa. Desa pakraman merupakan lembaga yang sangat anktif dalam pelaksanaan 
pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Peneliti ingin mengetahui 
bagaimana proses dan kendala-kendala implementasi kebijakan Desa pakraman 
dalam melaksanakan program pemberdayaan terhadap masyarakat. Penelitian ini 
menggunakan metode deskriftif kualitatif, informan ditentukan melalui teknik 
purposive sampling sedangkan metode penumpulan data menggunakan teknik 
wawancara, melalui studi dokumentasi, dan observasi. Lokasi penelitian di Desa 
Jagaraga, Kecamatan Sawan, Kabupaten Buleleng. 
Hasil temuan bahwa proses implementasi kebijakan Desa pakraman dalam 
pemberdayaan masyarakat yaitu dengan menyusun tujuan atau sasaran kebijakan 
yang akan dicapai, melalui kebijakan desa pakaraman. Implementasi program 
pemberdayaan masyarakat dijalankan merupakan suatu usaha bersama yang 
menitikberatkan kepada apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, membina 
jalinan komunikasi yang baik merupakan awal pendekatan guna melakukan 
sosialisasi kebijakan pemberdayaan yang dilaksanakan bersama masyarakat. 
Proses implementasi melalui program pemberdayaan pemangku dan sarati banten 
dengan  tujuan peningkatan pemahaman terhadap sastra-sastra agama dengan  
tetap menjaga kedudukan seseorang pinandita dan sarati banten sebagai 
perangkat kesucian desa, dalam usaha memberikan pemahaman terhadap krama 
desa (masyarakat), program perberdayaan anak dan remaja di Desa Jagaraga dari 
proses implementasi yang dilakukan bertujuan memberikan tambahan 
pengetahuan diluar daripada pengetahuan yang didapat secara formal. 
Kendala-kendala implementasi kebijakan desa pakraman dalam 
pemberdayaan masyarakat adalah kondisi penduduk yang beraneka ragam dan 
sulitnya menerima perubahan-perubahan serta peralihan kepemimpinan Desa 
pakraman, sarana prasarana yang dipergunakan belum memadai dan kurang 
memanfaatkan sarana teknologi yang tersedia, masih rendahnya partisipasi 
penduduk karena penduduk memiliki kecenderungan untuk  tidak tertarik dalam 
kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lebih banyak bekerja/melakukan aktivitas 
lain serta memiliki kebiasaan menyerahkan semua urusan kepada prajuru desa. 
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1. Pendahuluan 
Desa pakraman zaman dulu, berbeda dengan keadaan desa pakraman 
zaman saat ini yang lebih kompleks. Unsur desa pakraman masih tetap 
(parahyangan, pawongan dan palemahan), “Desa pekraman memiliki kedaulatan 
prahyangan (peribadatan), pawongan (penduduk dan kemasyarakatan), dan 
palemahan (wilayah)” (dalam Agustana, Rideng dan Sandiasa, 2012: 59),   tetapi 
substansinya beda, terutama yang menyangkut pawongan (penduduk), yaitu dapat 
melayani masyarakat dengan baik sebagai warga desa “to prosper and provide the 
best service for the community as a citizen's” (Sandiasa, 2015: 139). Keadaan 
penduduk desa tidak lagi sederhana (homogen, melainkan relatif lebih beragam 
(heterogen). Terdiri atas krama desa (anggota desa pakraman yang terdiri atas 
orang-orang yang beragam Hindu), krama tamiu (orang-orang yang beragama 
Hindu tetapi bukan anggota desa pakraman), dan tamiu (orang-orang non-Hindu 
dan sudah pasti bukan anggota desa pakraman). Desa pakraman saat ini selain 
mengurus persoalan krama desa dalam kaitan dengan parahyangan, pawongan 
dan palemahan (sesuai dengan keyakinan Hindu), juga harus berurusan dengan 
partai politik, penguasa, pengusaha, LSM, peneliti (dalam negeri dan luar negeri), 
maklar tanah, biro jasa, notaris, pengacara, pedagang asongan, mahasiswa, dan 
lain-lain. Oleh karena urusannya lebih banyak dan kompleks, maka masalah yang 
dihadapi desa pakraman dan prajuru zaman sekarang menjadi lebih kompleks 
pula, baik masalah internal maupun masalah eksternal desa pakraman 
Menjawab tantangan persoalan masa kini tidak cukup dengan mengandalkan 
semangat, teori-teori yang berlebihan tetapi seyogyanya mempunyai kemampuan 
sumber daya manusia “more human resource development and community 
empowerment activities” (Boudioni, et all, 2017),  yang cukup dengan pengalaman 
implementasi kebijakan yang nyata di lapangan serta didukung oleh sumber daya 
alam atau sumber daya lingkungan dan sumber daya manusia yang memadai.  
Dengan perkembangan pemikiran masyarakat akibat kemajuan ilmu 
pengetahuan dan teknologi, perubahan sistem nilai sosial budaya, politik, daya 
saing ketat, dan ekonomi yang fluktuasinya tidak menentu bahkan masyarakat 
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cukup dibingungkan oleh keadaan tersebut. Dalam kondisi demikian orang-orang 
yang diberikan kewenangan duduk sebagai pemimpin senantiasa merubah pola 
pikirannya agar program pemberdayaan yang dituangkan dalam suatu kebijakan 
harus lebih banyak menguntungkan masyarakat sesuai dengan esensi masalah dan 
prioritas kebutuhannya.  
 
2. Metode Penelitian 
Penelitian deskriptif kualitatif digunakan dalam mengkaji permasalahan 
penelitian. Untuk mendapatkan informan peneliti menggunakan teknik purposive 
sampling, informan ditentukan dan ditetapkan secara sengaja oleh peneliti yang 
memahami permasalahan. Sumber data utama adalah hasil wawancara langsung 
dengan informan, dan didukung dengan observasi dan dokumentasi yang ada 
ditempat lokasi penelitian. Berkaitan dengan rumusan masalah dan fokus 
penelitian yang diteliti oleh peneliti untuk memudahkan suatu pemahaman, 
peneliti memberikan beberapa batasan, pada proses implementasi kebijakan yang 
diteliti: (1) menyusun tujuan atau sasaran kebijakan yang akan dicapai, (2) 
mengadakan aktivitas atau keinginan pencapaiannya. Sedangkan mengenai 
kendala-kendala implementasi kebijakan yang diteliti: (1) kondisi masyarakat dan 
sumber daya yang digunakan, (2) fasilitas atau peralatan dan teknologi, (3) respek 
dan dukungan anggota masyarakat (publik). 
Lokasi penelitian dilakukan di Desa Jagaraga, Kecamatan Sawan, 
Kabupaten Buleleng, lokasi tersebut dipilih dengan alasan sepanjang pengamatan 
peneliti belum pernah ada yang meneliti sebelumnya dan kepemimpinan pada 
lembaga Desa pakraman tersebut mendukung. Dalam menganalisis data peneliti 
mempergunakan metode analisis data model interaktif Milles dan Huberman 
dengan mengkombinasikannya dengan model menurut teorinya Moleong. 
 
3. Kajian Pustaka   
3.1. Implementasi Kebijakan 
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Hakekat dari implementasi merupakan rangkaian kegiatan yang terencana 
dan bertahap yang dilakukan oleh instansi pelaksana dengan didasarkan pada 
kebijakan yang telah ditetapkan oleh otoritas berwenang. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Mazmanian dan Sabatier dalam bukunya Implementation and 
public policy yang diterbitkan pada tahun 1983 mendefinisikan implementasi 
kebijakan sebagai: 
“pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-
undang namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-
keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. 
Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang akan 
diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, 
dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses 
implementasinya” (Mazmanian dan Sabatier  dalam Agustino: 2006:153) 
  
3.2. Pemberdayaan  
Dalam memberikan pemahaman awal tentang pemberdayaan di bawah ini 
dikemukakan berbagai pendapat dari para ahli dan pakar seperti berikut. Menurut 
Ony dan Pranarka (dalam Nawawi, 2006:141) menyebutkan bahwa konsep 
pemberdayaan pada awalnya merupakan gagasan yang menempatkan manusia 
sebagai subyek di dunianya, karena itu wajar apabila konsep ini merupakan 
kecenderungan ganda, yaitu: 
(1) Kecenderungan primer, pemberdayaan menekankan pada proses memberikan 
atau mengalihkan sebagian kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat, 
organisasi atau individu agar menjadi lebih berdaya.  
(2) Kecenderungan skunder, menekankan pada proses menstimulasi mendorong 
dan memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan 
untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya. 
Sedangkan menurut Suharto (2005:67), pelaksanaan proses dan 
pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan 
pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu:  
(1) Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi 
masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu 
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membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang 
menghambat. 
(2) Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki 
masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap 
kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.  
(3) Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah 
agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya 
persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan yang lemah dan 
mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. 
Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi 
dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil. 
(4) Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat 
mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan 
harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi 
yang semakin lemah dan terpinggirkan. 
(5) Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi 
keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam 
masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan 
keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan 
berusaha (Suharto, 2005:67). 
 
3.3. Desa pakraman 
Sebagai sebuah desa yang mencerminkan kehidupan adat dan religius, desa 
pakraman memiliki landasan filosofi dan religius yakni Tri Hita Karana yang 
bersumber ajaran Agama Hindu. Sedangkan sebagai landasan yuridis formal dapat 
dilihat dalam Bab VI UUD 1945 tentang Pemerintah Daerah pasal 18 B ayat 2 
disebutkan bahwa:  
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat 
hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan 
sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang” 
 
Desa pakraman pada prinsipnya merupakan warisan organisasi 
kepemerintahan masyarakat lokal yang dipelihara secara turun temurun yang tetap 
diakui dan diperjuangkan oleh pemimpin dan masyarakat Desa Adat agar dapat 
berfungsi mengembangkan kesejahteraan dan identitas sosial budaya lokal.  
 
4. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
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1) Proses Implementasi Kebijakan Desa pakraman dalam pemberdayaan 
masyarakat: 
 
(a)  Menyusun tujuan atau sasaran kebijakan yang akan dicapai. 
Kebijakan Desa pakraman dalam pemberdayaan masyarakat ini dibuat atas 
dasar kepentingan bersama oleh, dari, dan untuk masyarakat melalui musyawarah 
mufakat antara prajuru desa dengan krama desa (masyarakat anggota desa 
pakraman) dengan memanfaatkan segala potensi desa yang ada, sesuai kebutuhan 
daripada masyarakat “to meet the real needs of their communities, and to be able 
to complete with other areas” (Sandiasa, 2016: 3), serta selanjutnya dituangkan 
dalam sebuah keputusan desa untuk dilaksanakan sesuai dengan tujuan-tujuan 
yang diharapkan atau yang ingin dicapainya dengan tidak bertentangan dengan 
awig-awig desa pakraman. 
Kebijakan ini dibuat melalui program pemberdayaan bertujuan agar 
terciptanya dan terjalinnya suatu hubungan yang baik antara prajuru desa dengan 
krama desa (masyarakat) dalam usaha bagaimana meningkatkan eksistensi serta 
keberadaan desa pakraman dapat dipertahankan dengan peningkatan mutu 
pelayanan yang lebih baik dari sebelumnya dengan memanfaatkan segala potensi 
yang ada baik sumber daya manusia, yang dituangkan dalam penjabaran falsafah 
Tri Hita Karana. 
(b) Mengadakan aktivitas atau keinginan pencapaian yang 
diejawantahkan dalam proses implementasi 
 
Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis, di mana 
pelaksana melaksanakan aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan 
mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. 
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desa pakraman Jagaraga yang telah melakukan terobosan yang begitu bermanfaat 
bagi peningkatan kualitas para pemangku dan sarati banten dalam memberikan 
pelayanan terhadap masyarakat sebagai perangkat kesucian desa dalam usaha 
memberikan pemahaman terhadap krama desa (masyarakat) untuk melestarikan 
adat istiadat dan agama serta penyelenggaraan upacara upakara keagamaan di 
desa pakraman. Begitu juga kebijakan yang dibuat untuk anak, remaja dan 
generasi muda yaitu peningkatan pengetahuan adat, budaya dan seni memberikan 
pendidikan non formal melalui program dan kegiatan Pasraman.  
 
2) Kendala-kendala implementasi kebijakan Desa pakraman dalam 
pemberdayaan masyarakat: 
(a) Kondisi masyarakat dan sumber daya yang digunakan. 
Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari 
kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia 
merupakan yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses 
implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi 
menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan 
pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara 
politik. 
(b)Fasilitas atau peralatan dan teknologi. 
Fasilitas atau peralatan dan teknologi merupakan faktor penting dalam 
implementasi kebijakan, implementor mungkin memiliki sumber daya 
manusia yang digunakan mencukupi, mengerti apa yang dilakukan dan 
memiliki wewenang, akan tetapi tanpa didukung oleh sarana dan prasarana 
yang memadai, maka implementasi kebijakan tidak akan berhasil. 
(c) Respek dan dukungan anggota masyarakat (publik). 
Partisipasi merupakan komponen penting dalam menumbuh kembangkan 
kemandirian dan proses pemberdayaan. Rakyat adalah komponen utama 
yang harus dilibatkan dalam setiap proses pemberdayaan masyarakat. 
Kebutuhan, kepentingan dan harapan rakyat menjadi arah setiap kebijakan. 
5. Kesimpulan 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan ini, dapat disimpulkan 
beberapa hal mengenai implementasi kebijakan desa pakraman Jagaraga dalam 
pemberdayaan masyarakat sebagai berikut: 
1) Proses implementasi kebijakan Desa pakraman dalam pemberdayaan 
masyarakat: 
a. Menyusun tujuan atau sasaran kebijakan yang akan dicapai dengan 
ketentuan sebagai berikut:  
(1) Program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan merupakan  
suatu usaha bersama dengan menitikberatkan pada  kebutuhan 
masyarakat.  
(2) Membina jalinan komunikasi yang baik merupakan awal pendekatan 
sosialisasi kebijakan pemberdayaan desa pakraman yang 
dilaksanakan bersama masyarakat. 
b. Mengadakan aktivitas atau keinginan pencapaian yang diejawantahkan 
dalam proses implementasi: 
(1) Program pemberdayaan pemangku dan sarati banten dengan tujuan 
peningkatan pemahaman terhadap sastra-sastra agama dan menjaga 
kedudukan seseorang pinandita atau pemangku serta sarati banten 
sebagai perangkat kesucian desa, dalam usaha memberikan 
pemahaman terhadap krama desa (masyarakat). 
(2) Program perberdayaan anak dan remaja di Desa Jagaraga dari proses 
implementasi yang dilakukan bertujuan memberikan tambahan 
pengetahuan diluar daripada pengetahuan yang didapat secara 
formal.  
(3)  Pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai 
oleh sebuah perubahan sosial dengan sentuhan konsep modernitas, 
kondisi stabilitas aman dan nyaman, tetap bisa eksis dalam 
persaingan yang ketat, akibat maju dan lajunya perkembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 
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2) Kendala-kendala implementasi kebijakan Desa pakraman Jagaraga 
dalam pemberdayaan masyarakat: 
(1) Kondisi penduduk yang beraneka ragam dan sulitnya menerima 
perubahan-perubahan serta peralihan kepemimpinan menjadi kendala 
Kelian desa pakraman dalam pemberdayaan masyarakat. 
(2) Fasilitas atau peralatan yang dipergunakan belum memadai dan kurang 
dapat memanfaatkan sarana teknologi yang tersedia. 
(3) Partisipasi penduduk merupakan salah satu kendala yang dihadapi oleh 
Kelian Desa pakraman. Karena penduduk cenderung tidak tertarik 
dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan lebih banyak bekerja 
atau melakukan aktivitas lain serta menyerahkan semua urusan desa 
pakraman kepada prajuru desa. 
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